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 Abstract. Tourism development in the Land of Papua holds strategic potential in 

driving regional economic growth and improving community welfare, particularly 

for the Indigenous Papuans (OAP). Data collection techniques were conducted 
through library research, which involves reviewing relevant literature as a 

theoretical and contextual basis. The sources of this research data are scientific 

articles published in various scientific journals and indexed in Google Scholar. Data 

analysis was carried out qualitatively through the stages of data reduction, data 

presentation, and drawing conclusions. The analysis results indicate that to ensure 

inclusive and sustainable development, active involvement of the Papua People's 

Assembly (MRP) and indigenous communities is required at every stage of tourism 

investment planning and implementation. An approach based on local uniqueness 

and the utilization of Geographic Information System (GIS) technology in mapping 

regional potential and SMEs is key to formulating effective development strategies. 

Moreover, tourism development policies need to be designed collaboratively with 
a socio-legal approach that recognizes customary law and the social structures of 

Papuan society. Cross-agency coordination and the provision of fiscal incentives to 

investors committed to empowering local communities are expected to create a fair 

investment climate. Strengthening indicators of local economic impact and 

implementing the principle of Free, Prior and Informed Consent (FPIC) in tourism 

projects are important steps in maintaining social and cultural sustainability.  

 

Keywords: Role of MRP, Papuan People's Assembly, Investment, Local Tourism, 

UMKM, Economic Growth, Collaboration, Synergy 

 

 

Abstrak. Pengembangan pariwisata di Tanah Papua memiliki potensi strategis 
dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah dan peningkatan kesejahteraan 

masyarakat, khususnya Orang Asli Papua (OAP). Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu mengkaji literatur 

yang relevan sebagai dasar teoritis dan kontekstual. Sumber data penelitian ini yaitu 

artikel ilmiah yang terbit pada berbagai Jurnal Ilmiah dan berbasis pada pendindeks 

Google Scholar. Analisis data dilakuukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi 

data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Hasil analiis menunjukkan bahwa 

untuk memastikan pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan, diperlukan 

keterlibatan aktif Majelis Rakyat Papua (MRP) dan masyarakat adat dalam setiap 

tahap perencanaan dan pelaksanaan investasi pariwisata. Pendekatan berbasis 

keunikan lokal dan pemanfaatan teknologi Geographic Information System (GIS) 
dalam pemetaan potensi wilayah dan UMKM menjadi kunci dalam menyusun 

strategi pengembangan yang efektif. Selain itu, kebijakan pembangunan pariwisata 

perlu dirumuskan secara kolaboratif dengan pendekatan socio-legal yang mengakui 

hukum adat dan struktur sosial masyarakat Papua. Koordinasi lintas lembaga dan 

pemberian insentif fiskal kepada investor yang berkomitmen pada pemberdayaan 

masyarakat lokal diharapkan dapat menciptakan iklim investasi yang adil. 

Penguatan indikator dampak ekonomi lokal dan penerapan prinsip Free, Prior and 

Informed Consent (FPIC) dalam proyek pariwisata menjadi langkah penting dalam 

menjaga keberlanjutan sosial dan budaya.  

 

Kata Kunci: MRP, Majelis Rakyat Papua, Investasi, Pariwisata Lokal, UMKM, 
Pertumbuhan Ekonomi, Kolaborasi, Sinergi 
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PENDAHULUAN  

Provinsi Papua dikenal sebagai wilayah di Indonesia bagian Timur yang memiliki 

potensi keanekaragaman hayati dan kebudayaan. Wilayah geografis yang memiliki bentang 

alam seperti gunung yang indah, pesisir pantai yang eksotis, hutan tropis yang sangat lebat 

dan banyaknya flora dan fauna endemik yang ditemukan. Hal ini menjadi modal 

pengembangan daerah berdasarkan potensi yang dimiliki, sebagaimana (Saweri, David, 

2023) bahwa pemanfaatan alam dan budaya sebagai tempat wisata favorit, diantaranya yang 

cukup terkenal di wilayah Papua yaitu Danau Paniai, Danau Sentani, Taman Nasional 

Lorentz, Taman Nasional Teluk Cenderawasih, Taman Hutan Raya Raja Ampat, Lembah 

Baliem, dan Pantai Bosnik. Namun potensi tersebut belum menjadikan masyarakat di 

Provinsi ini dapat memenuhi kebutuhan ekonominya. Beberapa kawasan di Provinsi Papua 

masih tergolong dalam kategori daerah Tertinggal, Terluar, dan Terdepan (3T). Hal ini 

sejalan dengan data (BPS, 2021) mengenai jumlah desa tertinggal tiap Provinsi di Indonesia 

menunjukkan Papua memiliki 3.996 jumlah desa sangat tertinggal dan 974 desa tertinggal, 

jumlah tertinggi dibandingkan Provinsi lain di Indonesia.  

Kawasan 3T masih memiliki keanekaragaman sumber daya alam yang terjaga. Potensi 

sumber daya alam yang melimpah bisa dijadikan modal utama pengembangan berbagai 

sektor yang mendukung kearifan lokal, termasuk bidang pariwisata. Ada beberapa hal yang 

perlu diperhatikan untuk menjadikan suatu daerah bisa dilakukan pengembangan 

pariwisatanya. Menurut (Heliany, 2019), beberapa faktor yang dapat mempengaruhi 

investasi kepariwisataan antara lain kebijakan investasi, penyempurnaan peraturan dan 

regulasi, serta pengembangan partnership. Masih banyak tempat di wilayah Provinsi Papua 

yang belum sepenuhnya tereksplorasi, sehingga menjadikan daerah ini menarik perhatian 

calon wisatawan yang ingin merasakan pengalaman berbeda dengan kekayaan alam dan 

budaya yang autentik.  

Konteks pengembangan wilayah sebagai daerah pariwisata perlu dukungan dari banyak 

pihak, termasuk Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai Lembaga representasi kultural 

masyarakat Papua yang memiliki peran sangat signifikan. Masih banyak daerah berpotensi 

menjadi pusat pariwisata namun belum diberikan hak pembebasan lahan. Sebagaimana 

yang tertuang pada (DPR, 2021) bahwa salah satu tugas dan wewenang MRP yaitu 

memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap perjanjian kerja sama, baik 

yang dibuat oleh Pemerintah maupun Pemerintah Daerah Provinsi Papua dengan pihak 

ketiga yang berlaku di Provinsi Papua. Oleh karena itu, MRP memiliki kewenangan dan 

tanggung jawab terkait pembangunan yang perlu memperhatikan nilai budaya dan hak 
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masyarakat Papua, termasuk investasi di sektor pariwisata. Upaya mendorong investor 

khususnya di bidang pariwisata Papua telah dilakukan. Diantaranya Eskak (2021) 

Pemerintah telah berupaya mengenalkan Papua melalui pelaksanaan kegiatan bergengsi 

seperti Pekan Olahraga Nasional. Namun hal ini belum memberikan dampak signifikan 

terhadap kemajuan kesejahteraan masyarakat setempat, karena kebangkitan industri kreatif 

hanya bertahan selama pagelaran PON Papua XXI. Selain itu, keberadaan UMKM 

pendukung pada sektor pariwisata juga belum maksimal. Belum terjadi sinergi antara 

UMKM dan pariwisata untuk mendukung kesejahteraan lokal, diantaranya belum banyak 

ditemukan penjualan produk lokal di sekitar daerah wisata Papua.  

Investasi menjadi semakin penting dan mendesak dalam rangka pengoptimalan potensi 

daerah untuk menciptakan percepatan pertumbuhan ekonomi. Pengembangan model 

investasi tentunya bisa memantik investor sehingga masyarakat lokal juga terlibat dalam 

upaya pendayagunaan lingkungan tempat tinggal mereka, sebagaimana (Sriwijaya et al., 

2024) bahwa penerapan pendekatan Community Based Tourism (CBT) dengan 

menempatkan masyarakat lokal di Pulau Liki, Papua sebagai pemeran utama pada sektor 

pariwisata telah dilakukan. Hal ini bisa memperkuat pemahaman masyarakat lokal terhadap 

potensi daerahnya sehingga terlihat adanya dampak keberlanjutan, meskipun masih 

diperlukan peningkatan sumber daya manusia dan pembangunan infrastruktur.  

Integrasi yang berkelanjutan sesuai dengan pemodelan CBT ini juga bisa 

diimplementasikan di wilayah Papua melalui pemanfaatan pariwisata lokal dengan Usaha 

Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM). Hal ini sejalan dengan Triyanti et al., (2020) bahwa 

keterlibatan stakeholder, masyarakat lokal memberikan dampak ekonomi terhadap 

pariwisata, termasuk manfaat kepada tenaga kerja dan pemilik usaha penjualan makanan, 

minuman serta kerajinan dari bahan alam. Selain itu, kemudahan pengunjung menuju lokasi 

wisata melalui ketersediaan informasi mengenai transportasi dan biaya yang diperlukan 

juga perlu menjadi perhatian utama, sebagaimana Heliany (2019) transportasi termasuk 

salah satu faktor pendukung perekonomian dan pembangunan daerah, karena destinasi 

unggulan di Indonesia bisa dipromosikan dengan informasi akurat dan terinci. Integrasi ini 

tidak hanya mengembangkan potensi masyarakat lokal melalui layanan pariwisata dan 

penyediaan produk layak jual, tetapi juga memperkaya wisatawan dengan pengalaman 

autentik, diantaranya transportasi, produk budaya dan tentunya kuliner khas Papua. Sinergi 

antar berbagai pihak ini tentunya dalam rangka peningkatan manfaat ekonomi yang lebih 

luas untuk masyarakat Papua. 
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Tujuan tersebut dapat tercapai melalui analisis kebijakan pengembangan sektor pariwisata 

di Wilayah Papua. Berdasarkan hasil penelitian Ismail (2020) bahwa potensi pariwisata di 

daerah Papua masih dilakukan secara tradisional dan terbatas pada masyarakat pemilik hak 

ulayat di lokasi wisata, sehingga diperlukan dukungan pemerintah dan swasta untuk 

mendorong tersedianya Rencana Induk Pariwisata Papua (RIP Papua). Evaluasi terhadap 

kebijakan investasi di sektor pariwisata yang telah ada, identifikasi tantangan dan peluang 

sebelum implementasi model rancangan kebijakan baru, serta formulasi kebijakan yang 

berpihak pada kebutuhan masyarakat lokal sebagai upaya responsif mempertimbangkan 

keberlanjutan kehidupan masyarakat Papua. Oleh karena itu, analisis kebijakan pada sektor 

pariwisata ini diharapkan bisa memberikan kontribusi signifikan pada akselerasi pertumbuhan 

ekonomi di daerah Papua  

 

METODE 

Penulisan karya ilmiah ini menggunakan metode deskriptif-kualitatif dengan 

pendekatan studi pustaka (library research) dan studi dokumentasi. Tujuan utama metode 

ini adalah untuk menggambarkan, menganalisis, dan menginterpretasikan fenomena peran 

Majelis Rakyat Papua (MRP) dalam mendorong ekonomi berbasis identitas melalui 

pengembangan sektor pariwisata lokal dan UMKM sebagai instrumen akselerasi 

pertumbuhan ekonomi di Papua. Pendekatan ini digunakan untuk menggali secara 

mendalam realitas sosial, budaya, dan ekonomi masyarakat Papua. Metode deskriptif-

kualitatif dianggap relevan karena dapat menggambarkan peran kelembagaan adat (MRP), 

dinamika investasi, serta strategi ekonomi berbasis kearifan lokal. Teori Identitas Sosial 

(Henri Tajfel, 1981): Menjelaskan bahwa identitas kelompok memengaruhi pola pikir, 

perilaku, dan orientasi ekonomi masyarakat. Teori Ekonomi Partisipatoris dan Berbasis 

Komunitas (Bowles & Gintis, 2002): Menekankan pentingnya nilai budaya, solidaritas 

sosial, dan partisipasi komunitas dalam ekonomi lokal. Teori Pembangunan Daerah 

(Todaro & Smith, 2015): Menjelaskan pentingnya pemberdayaan masyarakat dan aktor 

lokal dalam pembangunan ekonomi daerah. 

Menurut Zed (2004), studi kepustakaan adalah metode sistematis untuk memperoleh data 

teoritis dan fakta konseptual yang mendukung perumusan masalah dan analisis dalam 

penulisan ilmiah. Pendekatan ini juga memungkinkan pemanfaatan pengetahuan 

terdokumentasi untuk membangun argumen dan sintesis yang kritis. Teknik pengumpulan data 

dilakukan melalui studi kepustakaan (library research), yaitu mengkaji literatur yang relevan 

sebagai dasar teoritis dan kontekstual. Sumber data penelitian ini yaitu artikel ilmiah yang terbit 
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pada berbagai Jurnal Ilmiah dan berbasis pada pendindeks Google Scholar. Analisis data 

dilakuukan secara kualitatif dengan tahapan reduksi data, penyajian data, dan penarikan 

kesimpulan.  

 

HASIL DAN DISKUSI 

Tabel 1. Dampak Positif Integrasi Pariwisata & UMKM dengan Peran MRP 

Aspek Ekonomi Dampak Integrasi dengan Peran MRP 

Pendapatan Komunitas Peningkatan penghasilan dari usaha wisata lokal dan 

produk UMKM 

Pelestarian Budaya Masyarakat tetap mempraktikkan budaya dan adat sebagai 

aset ekonomi 

Kemandirian Masyarakat tidak tergantung pada investor luar atau hibah 

negara 

Akses Pasar Produk lokal mendapat pasar melalui wisatawan 

domestik/internasional 

Keadilan Ekonomi Distribusi keuntungan ekonomi lebih merata ke komunitas 

 

Peran MRP dalam Mendorong CBT di Papua 

 Regulator Kultural: MRP dapat menetapkan pedoman dan kebijakan yang memastikan 

bahwa pengembangan pariwisata dan UMKM sejalan dengan nilai-nilai budaya dan adat 

istiadat OAP. 

 Fasilitator Pemberdayaan: MRP dapat bekerja sama dengan pemerintah daerah dan 

lembaga lainnya untuk menyediakan pelatihan dan pendampingan bagi masyarakat dalam 

mengembangkan pariwisata berbasis komunitas dan UMKM. 

 Mediator Konflik: Dalam kasus sengketa lahan atau konflik kepentingan, MRP dapat 

berperan sebagai mediator untuk mencapai solusi yang adil dan menghormati hak-hak 

masyarakat adat. 

Strategi Integrasi Pariwisata Lokal dan UMKM melalui CBT 

 Pengembangan Desa Wisata: MRP dapat mendorong pembentukan desa wisata berbasis 

komunitas yang mengintegrasikan atraksi budaya, alam, dan produk UMKM lokal. 

 Peningkatan Kapasitas UMKM: Melalui pelatihan dan pendampingan, UMKM lokal dapat 

meningkatkan kualitas produk, manajemen usaha, dan akses pasar. 

 Promosi dan Pemasaran: MRP dapat bekerja sama dengan pemerintah dan sektor swasta 

untuk mempromosikan destinasi wisata dan produk UMKM Papua ke pasar nasional dan 

internasional. 
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Investasi pariwisata di Tanah Papua menunjukkan perkembangan yang signifikan, dengan 

berbagai inisiatif dari pemerintah pusat dan daerah untuk mengembangkan potensi wisata 

lokal. Namun, keterlibatan Majelis Rakyat Papua (MRP) sebagai representasi kultural orang 

asli Papua (OAP) menjadi krusial dalam memastikan bahwa investasi tersebut sejalan dengan 

kepentingan dan hak-hak masyarakat adat.  

 

Peran MRP dalam Mengawal Investasi Pariwisata 

Wakil Menteri Dalam Negeri, John Wempi Wetipo, menekankan pentingnya peran aktif 

MRP dalam mengawal masuknya investasi di Papua. MRP memiliki kewenangan untuk 

memberikan saran, pertimbangan, dan persetujuan terhadap rencana kerja sama antara 

pemerintah dan pihak ketiga, khususnya yang menyangkut perlindungan hak-hak OAP. Hal ini 

bertujuan agar investasi yang masuk menghormati adat dan budaya, serta memberdayakan 

masyarakat lokal. Selain itu, MRP juga memiliki peran dalam mengawasi penggunaan dana 

Otonomi Khusus (Otsus) Papua, yang mencapai Rp 9,62 triliun. Pengawasan ini penting untuk 

memastikan bahwa dana tersebut digunakan secara tepat guna dan mendukung pembangunan 

yang inklusif bagi masyarakat Papua.  

 

Pengembangan Pariwisata Lokal dan Tantangannya 

Pemerintah Provinsi Papua melalui Dinas Kebudayaan dan Pariwisata mengajak 

masyarakat untuk mendukung pengembangan pariwisata sebagai upaya mempercepat 

pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan pendapatan daerah. Namun, tantangan seperti harga 

yang kurang terjangkau bagi wisatawan lokal masih menjadi perhatian, sehingga diperlukan 

kolaborasi semua pihak untuk mengemas produk pariwisata dengan nilai yang terjangkau. Di 

Papua Selatan, khususnya Kabupaten Merauke, pengembangan desa wisata menjadi fokus 

utama. Wakil Ketua MPR RI, Lestari Moerdijat, mendorong pengembangan desa wisata di 

wilayah ini, mengingat potensi alam, lingkungan, dan budaya yang dimiliki. Namun, realisasi 

ini memerlukan political will yang kuat dari pemerintah pusat dan daerah serta dukungan 

masyarakat.  

 

Aspirasi dan Penolakan Masyarakat Adat 

Meskipun ada upaya pengembangan, masyarakat adat di beberapa wilayah menunjukkan 

penolakan terhadap investasi yang dianggap tidak melibatkan mereka secara langsung. 

Misalnya, masyarakat adat sub suku Malind Makleuw di Merauke menolak masuknya investasi 

di wilayah mereka karena merasa tidak dilibatkan dalam proses pengambilan keputusan. 
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Mereka menyampaikan aspirasi ini kepada MRP Papua Selatan, yang mereka anggap sebagai 

representatif dari OAP. Selain itu, MRP juga menolak investasi yang dianggap merugikan 

masyarakat, seperti industri minuman keras. Pada tahun 2021, MRP melalui Pokja Agama 

menyatakan penolakan terhadap Peraturan Presiden Nomor 10 Tahun 2021 yang membuka 

peluang investasi industri alkohol di Papua, karena dikhawatirkan akan berdampak negatif 

terhadap masyarakat. 

 

KESIMPULAN 

Investasi pariwisata di Tanah Papua memiliki potensi besar untuk meningkatkan 

kesejahteraan masyarakat. Namun, keterlibatan aktif MRP dan masyarakat adat dalam proses 

perencanaan dan pelaksanaan investasi sangat penting untuk memastikan bahwa pembangunan 

yang dilakukan menghormati hak-hak Orang Asli Papua (OAP) dan kearifan lokal. Sinergi 

antara pemerintah, MRP, dan masyarakat adat menjadi kunci dalam mewujudkan 

pembangunan pariwisata yang berkelanjutan dan inklusif di Papua 

 

REKOMENDASI 

Investasi pariwisata di Tanah Papua memiliki potensi luar biasa, namun 

keberhasilannya sangat bergantung pada keterlibatan aktif MRP dan masyarakat adat 

sebagai penjaga warisan budaya dan alam Papua. Melalui Pelibatan Sejak Awal dalam 

Proses Perencanaan, Penguatan Kapasitas Masyarakat Adat, Perlindungan Hak dan 

Kearifan Lokal, Kolaborasi Multistakeholder, Fokus pada Ekowisata dan Keunikan Papua 

maka akan terbangun Kolaborasi yang setara dan saling menghormati serta menghasilkan 

pembangunan pariwisata yang bukan hanya menguntungkan secara ekonomi, tetapi juga 

memperkuat identitas dan kesejahteraan Orang Asli Papua. Wilayah Papua memiliki 

kekayaan alam dan budaya yang luar biasa untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata 

unggulan. Dengan pendekatan berbasis keunikan lokal, pemanfaatan GIS, dan pelibatan 

masyarakat, pembangunan pariwisata tidak hanya akan berdampak ekonomi, tapi juga 

memperkuat identitas kultural dan keberlanjutan lingkungan. Pemerintah, masyarakat adat, 

dan sektor swasta perlu bersinergi agar pengembangan ini adil, terukur, dan berorientasi 

jangka panjang. 
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